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PERATURAN BUPAT! BENER MERIAH
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

P.ZRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOi\B;[O R 134 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN » PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan

Mengingaﬁ E N

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 texlltang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah
dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah, maka Peraturan Bupati
Bener Meriah Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2013
Tentang Tata cara penganggaran pelaksanaan dan
penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu di
sesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriat Nomor 134
Tahun 2018 tentang Tata Cara peénganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 4] Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dj Provinsi
Nariggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4351);



10.

11.

12.

{

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenitang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S51695);

13. Peraturan.............



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang PedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yang
bersumber deri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 4695),

14.Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 42 Seri A.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 134
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN, PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
(Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor
134) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (5), diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut : .

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dan
kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang

wilayah Kkerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bener
Meriah,

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah
otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undngan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Hibah.............



(4)

(6)

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} huruf ¢ diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan Peratiiran Perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :

a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, suka rela
dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. Badan dan Lembaga nirlaba, suka rela dan sosial yang
telah wmemiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Walikota; atau '

c. Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertical atau kepala
satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya;

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

(1)

(2)

Pasal 7

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan
paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan di daerahdomisili;

b. memiliki keterangan domisili dari Reje Kampung
setempat;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten
Bener Meriah dan/atau badan dan lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Kabupaten
Bener Meriah untuk menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi
hibah. |

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdapat

--------------------



a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat
3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah Administrasi Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Bener
Meriah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 0% September 2019 M
Q_/ 0*Muharram 1441 H
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